PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gednung D Kampus Bung Hatla Jalan Sumatera Ulak Karang Padang

Telepon (0751) 21554 - 21825 Fax (0751) 21554 Kode Pos 25133
Laman : htips/www.disdik padang.go.id

PADANG
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA

NOMOR : 421.6/ 236 /DIKBUD/BID.P2MP-02 /2023
TENTANG
ANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 39 PAD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

9 Padang, Kecamatan

Menimhb : ‘
ang : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 lenggaraan

Padang Barat telah memenuhi persyaratan dalam penye
pendidikan; «

b. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan pada t;)nﬁ{%
pendidikan dasar di Kota Padang, dipandang periu meneI'Nl i
kembali surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Neg
39 Padang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang; -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pa
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dma;:
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekola
Menengah Pertama Negeri 39 Padang, Kecamatan Padang Barat,
Kota Padang;

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentu]‘{ar%
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4737);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

10.

11.

12.

13.

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

Dana Peny elenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010
famoar 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5127);

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 20 13;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,
dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2008 tentagg
Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 20
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tcntaﬂ%
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomo
3);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentma‘ilg1
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daer.
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 18);
Peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahup 2022 tenta_r}g
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 39 Padang
beralamat Jalan Sawo No 20, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang
Barat, Kota Padang.

Sekolah Menengah Pertama Negeri 39 Padang, Kecamatan Padang
Barat sudah menerima peserta didik semenjak tahun 2014.

Keputusan ini berlaku surut terhitung semenjak menerima peserta
didik pertama tahun 2014,

Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal 01 Februari 2027

1. Wali Kota Padang (sebagai laporan) .
2. Ketua Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Sumatera Barat
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WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIK( T.. PADANG
NOMOR 2% TAHUN '\O15

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NEGERI 39 PADANG

WALIKOTA PADA NG

4 bahwa Sekolah Menengah Pertama (filial) Negeri 2 Padang te)
memenuhy persvaratan dalam Penyelenggaraan pendicl -

b. bahwa berdasarkan ketentyan pasal 9 avat (1) Peraturan
Mentern Pendidikan dan hebudayaan Nomor 36 Tahur 2014
tentang Pedoman Pendiriun Perubahan dan pen 'upan Satue
Pendidikan Dasar dan Menengah, izin pendiriur pkan
dengan Keputusan Walikot,

€. bahwa berdasarkan periimbangan  sebagaimana ¢ ina 1
pPada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Koo <o
Walikota lentang lain Pendinan Sekoloh Menengah Pertar
Negeri 39 Padang.

1 Undang-(lndr!".g Nomor 9 Tahun 1956 tentar.g Pern bentuika
Daerah Otonom Kotra Beca, Dalam Lin 2kungan Dacral
Propinsi Sumatera Fengah (Lembaran Negaera Tahun 1056
Nomor 20)

2 L'nd.mg-['ndemg Nomor 20 Tahun 2003 tenwang  Sistemn
Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 20032 Nom
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Pcrundang-Undangan (Lembaran Negara Tahu,
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor S5234);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pementahe
Dacrah (Lembaga Negara Tahua 2014 Nomor 244, Tambahar
Lembaran Negara nomor 3387), sebagaimana telabh  diubar,
dengan Peraturan Pemenntah Pengganu Undang Undang
Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tanun 2014 Nor-ecr
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3589y,

S. Peraturan Pemecrintah Nomor 17 Tahun 1980 terar g
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tin gkat'1l Padany,
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambehean
Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Stander

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 M mar 47
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana tein’
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 7., Tamibaka

Lembaran Negara Nomor 54 10);
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Urusan Pemerintaha:

::Emerlnml'i:]l. Ddernh Prﬁpllﬂ.sl dan pl.,"lf“" 13t '1.'.”" N I p
r'*b'-gpalcnﬂ\'una (Lembaran Negara Tahun 2007 Naog
. P?;n ahan Lembaran Negara Nomor 4737,
aturan Pemerintan Nomor 17 Tahu:s 2010 tentang

Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (Lembars
Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negarn
Nomor 5105), scbagaimana telah diubah denpan Pecar:oor
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Nega:+ 1 abu;
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nome: 5127,

9. Peraturan Menter: Pendidikan Nasional Nomor 1S Tahun 2010
lentang Standar Pelayanan Minima! Pendidikan Dasar i
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Perai:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tuhun 20123

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavean Repub!.k
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pecomian Pendiriar
Perubahan, dan Penutupan Sawman Pendidita o [
Menengah;

I 1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Ta. an 2008 (e an
Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembar>. Daeral Tab
2008 Nomor 4);

12.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tanu~ 200t
lentang Pembentukan Organisesi dan Tato Kerja Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 200+ mor ~\
sebagaimana telah ciubah dengan Peraturan Daerar Ko
Padang Nomor 14 Tahun 20:2 {Lembaran Daerzh Tahun 2012
Nomor 14,

£ +J. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Dacrah Tahun 2011
- Nomor 5);

MEMUTUSKAN :
-~ ~ Menetapkan
KESATU *lzin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3% Pacdang
beralamat di Jalan Sawo No. 20, Kecamatan Padanp Bara:

KEDUA : Keputusan ini mula: Berlaku pada tangga!l ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 4. Tavwan
ZZRRBKOTA PADANY,

i

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinst Sumatera Barat di Padang

3. Ketua Badan Akreditasi Propins: Sekolah/Madrasah Propins: Sum rora 1
4. Ketua DPRD Kota Padang

5. Kepala Dinas/Jawatan/Badan/Kantor se-Kota Paclana
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